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HAK ASASI MANUSIA DAN IWKUM 

Hesti Armiwulan 

Abstract 

This paper discusses human rights implementation in a law perspective m Indonesia. 
There are many human nghts violence cases happened in Indonesia_ this is causes by 
the misinterpretation of the meaning of human rights. Therefore, in this paper, the 
-writer tries \ ) give the right meaning of human rights. The other problem for human 
rights implementatwn in Indonesia is the rclauonship between human rights and law. 
Basically, law protection is representation of human rights. In addition, the relationship 
can be seen through the Declaration of Human Rights. Human rights is also one of the 
characteristic of rechtsstaat 

Abstrak 

Makalah ini membahas pcncrapan hak asasi manusia dalam pcrspektif hukum di 
Indonesia. Masih tingginya pe\anggaran hak asas] di Indonesia antara lain disebabkan 
masih banyak orang yang kurang tepat dalam memahami hak asasi manusia. Olch 
karena itu, penulis mencoba memberikan pemahaman yang tepat tcntang hak asasi 
manusia_ Pcrsoalan lain yang berka\tan dengan implementasi hak asasi manusia di 
Indonesia adalah pemahaman tentang keterkaitan antara hak asasi manusia dengan 
hukum. Pada hakekatnya perlindungan huk.urn mempak.an perwujudan dari hak asasi 
manusia. Ketcrkaitan hak asasi manusia dan hukum dapat dicennati dalam Deklarasi 
Hak. Asasi Manusta Selam itu, hak asas1 manusia merupakan salah satu karakteristik 
suatu negara hukum 

Kata kunci hak asas1 manus1a, hukum positip, Indonesia, 
penerapan, rechtsstaat 

1. Problematika 

T ahun 1998 adalah d1mulainya era Reformasi di Indonesia. 
Agenda era Reformasi antara lam adalah demokratisasi serta 
pemaJuan, perlmdungan dan pemenuhan hak asasi manus1a di semua 
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aspek kehidupan. Saat ini perbincangan mengenai demokrasi dan' 
hak asast manusia tidak hanya dilakukan oleh para politisi, 
mtelektual atau sekelompok masyarakat saJa melainkan telah 
menjadi perbincangan sehari-hari dari sebagian besar penduduk di 
Indonesia Di sisi yang lain pada saat yang sarna berbagai upaya 
sosialisasi I diseminast atau karnpanye untuk menghentikan 
pelanggaran hak asasi manusia telah dilakukan, baik oleh 
Pemerintah, Akademisi, LSM maupun masyarakat Narnun 
kenyataannya sarnpai saat ini masih banyak kasus kekerasan, 
diskriminasi maupun pelanggaran hak asasi manusia yang leiJadi di 
Indonesia. Kasus-kasus kekerasan fisik, psikis maupun sexual 
sepert1 perarnpokan, pembunuhan, penganmyaan, pemerkosaan, 
pelecehan seksu~l, termasuk kasus perdagangan manusia khususnya 
perempuan dan anak-anak untuk dijadikan pelacur maupun menjadi 
pembantu rumah tangga yang seringkali juga disiksa oleh 
majikannya. Bahkan terjadi JUga kasus-kasus konflik honsontal yang 
terjadi di sebagian wilayah Indonesia, dll Apabila dtcermati, kondisi 
yang sangat memprihatinkan tersebut disebabkan karena krisis multi 
dimensi yang dialarni oleh bangsa dan negara Indonesia serta 
keadaan euforia dalarn mengimplementasikan demokrasi dan hak 
asasi manusia. Keprihatinan terhadap perkembangan hak asasi 
manusia di Indonesia semakin dirasakan oleh sebagian masyarakat 
karena banyak orang dengan serta merta menggunakan dalih atas 
nama hak asasi manusia untuk menuntut sesuatu yang sesungguhnya 
belum tentu hal tersebut merupakan persoalan hak asasi manusia. 
Sedikit-sedtktt bicara hak asasi manusia, setiap ada masalah selalu 
dikaitkan dengan hak asasi manusia. Dalarn berbagat persoalan, hak 
asasi manusta digunakan sebagai dalih untuk menguatkan atau 
mungkin membenarkan posisi masing-masing. Hak asasi manusia 
oleh sebagian orang digunakan sebagai 'jargon" dalarn memetakan 
permasalahan mereka. Akibatnya timbul sikap pro dan kontra 
terhadap hak asasi manusia, bahkan oleh sebagian orang, isu hak 
asasi manusia tersebut dianggap sebagai penyebab timbulnya konfltk 
dan perpecahan di Indonesia. Dt stsi yang lain, ada orang yang takut 
berbuat atau bertindak karena kuatir dmilai melanggar hak asasi 
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manus1a. Dengan kata lain isue hak asasi manusia lebih digunakan 
dalam konteks untung dan rugi. Artinya karena hak asasi manusia 
orang dapat diuntungkan atau sebaliknya dengan adanya isu hak 
asasi manusia orang mell)adi dirugikan. 

Di Indonesia penolakan terhadap hak asasi manusia semakin 
kuat dengan adanya wacana bahwa hak asasi manusia adalah produk 
"negara Barat" sehingg 1 tidak tepat diberlakukan di Indonesia. 
Tuntutan akan kebebasan (westemisasi) yang dinilai tidak sesuai 
bahkan menghilangkan nilai-nilai budaya lokal semakin 
mengesankan bahwa hak asasi manusia tidak cocok untuk Indonesia. 
Dikotomi antara Barat dan Timur cukup efektif membuat sebagian 
orang Indonesia menolak hak asasi manusia, lcbih-lebih dengan 
adanya pemberitaan mengenai berbagai persoalan yang berkaitan 
dengan Amerika, Australia maupun beberapa negara Eropa. 

Beberapa fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa 
pemahaman tentang hak asasi manusia masih sebatas "euforia" " 
yaitu suatu kondisi yang membuat orang latah untuk ikut 
memperbincangkan, karena kenyataan yang ada saat ini, baik dalam 
kehidupan sosial maupun kehidupan individual, hak asasi manusia 
semata-mata hanya dipahami sebagai hak-ku tanpa memperdulikan 
hak orang lain Begitu pula dengan pelaku pelanggaran hak asasi 
manusia selama ini diarahkan hanya kepada Negara serta perangkat­
perangkatnya termasuk governmenl (state actor) sedangkan posisi 
masyarakat atau individu adalah sebagai korban. Pengertian hak 
asasi manusia hanya dipahami secara sempit sebagai suatu sarana 
untuk melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang atau 
terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara. Padahal sesungguhnya 
pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan oleh siapapun, 
bahkan setiap orang berpotensi sebagai pelaku pelanggaran hak asasi 
manusia (non state actor) seperti dalam kasus kekerasan terhadap 
anak baik yang d1lakukan oleh orang tuanya maupun o!eh orang lain, 
penyiksaan I pengan1ayaan yang dilakukan oleh suami terhadap 
istrinya atau kasus-kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), 
perbuatan yang anarkl\is, perlakuan diskriminatif yang dilakukan 
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oleh masyarakat, perusakan hngkungan suatu masyarakat adat oleh 
perusahaan-perusahaan besar dan masih banyak lagi yang lamnya. 
Persoalan lain yang berkrutan dengan hak asasi manusia dalam 
implementasinya di Indonesia adalah bagaimana hubungan antara 
hak asasi manusia dan hukum. Ada beberapa pengalaman penuhs 
yang membuktikan bahwa sebagian orang di Indonesia tidak 
memahami hubungan hukurn dan hak asasi manusia. Salah satu 
contoh yang paling ekstnm adalah pada saat penulis bertemu dengan 
salah seorang pejabat dari salah satu instansi I lembaga penegak 
hukum di Jawa Timur yang menyatakan bahwa penegakan hak asasi 
manusia t1dak sama dengan perlindungan dan penegakan hukum 
karena perhndungan dan penegakan hak asas1 manus1a 
penyelesaia.'1Ilya adalah melalm Pengadilan hak asas1 manusia sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Lebih lanjut 
Pe]abat tersebut menyatakan bahwa dasar hukum yang digunakan 
adalah mengacu pada KUHP, hukum pidana di luar KUHP dan 
KUHAP dan tidak ada urusan dengan hak asasi manusia. Pejabat 
tersebut menggambarkan yang termasuk pelanggaran hak asasi 
manusia seperti kasus Trisakti, Kerusuhan Mei, Kasus Timor Timur, 
Kasus Ambon. 

Berdasarkan berbagru problematika tersebut di atas, setidak­
tidaknya ada 2 ( dua) persoalan mendasar yang menyebabkan 
perkembangan hak asasi manusia di Indonesia belum menunJukkan 
hasil yang signifikan serta masih belum terimplementasi secara 
benar, yaitu • 

I persoalan yang menunjukkan bahwa sebagian orang di 
Indonesia belum memahami pengertian hak asasi manusia 
secara benar; 

2. persoalan yang menunJukkan belum d1pahaminya hubungan 
antara hak asasi man usia dan hukurn yang berlaku. 

Oleh karenanya untuk memberikan pemahaman tentang dua 
persoalan di atas perlu dJlakukan berbagai upaya agar budaya yang 
menJunjung tinggi hak asas• manusia dapat terwujud dalam tata 
keh•dupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara d1 Indonesia. 
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2. Pembahasan 

2.1. Pengertian Hak Asasi manusia 
Merujuk pada Instrumen-mstrumen Intemasional tentang 

hak asasi manusia, tidak satupun yang secara eksplisit mengatur 
tentang definis1 hak asasi manusia, sebagaimana dikemukakan oleh 
Gudmundur Alfredsson2 

" What IS human nghts? None of the 
International human rights instruments expressly define what human 
nghts is". 3 Namun untuk mencermati mengenai hakekat hak asasi 
manusm, setJdaknya dapat diperoleh dari maten yang terdapat dalam 
Universal Declaration of Human Rights yang diterima dan 
dmmumkan o!eh Majelis Umum PBB pada tanggal !0 Desember 
1948 melalw Resolusi 217 A (ill), yaitu terdiri atas Mukadimah dan 
Pasal I sampai dengan Pasal 30. Dalam Mukadimah antara lam 
dikemukakan bahwa "Pengakuan alas martabat alamiah dan hak-hak 
yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga 
manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamatan di 
dunia". Selanjutnya dalam Pasal I ditentukan "Semua orang 
dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang 
sama. Mereka dikaruniai aka! dan hati nuran1 dan hendaknya bergaul 
satu sama lain dalam persaudaraan". Dari dua ketentuan tersebut ada 
beberapa hal yang dapat digarisbawahi, yaitu • 

a. Semua orang dilahirkan merdeka; 
b. Semua orang memiliki martabat dan hak-hak yang sama; 
c. T1dak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia; 
d. Semua orang dikarunmi aka! dan hati nurani 
e. Semua orang hendaknya bergaul satu sama lain dalam 

persaudaraan 
Jadi walaupun dalam Umversal Declaratwn of Human Rights 
tersebut tidak diatur secara eksplisit tentang definisi hak asasi 
manusia, namun prinsip dasar atau latidasan filosofis dari Universal 
Declaratian of Human Rights terdapat dalam Pasal I Universal 
Declaration of Human Rights Ungkapan tersebut sebagaimana 
dikutip dari tulisan AM. Bolin Pennegard, yaitu • 
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1he basic concepts of The Universal Declaration are 
explamed m its first articles, and to a certain extent in the last 
one (Arttcles 1,2,28,29 and 30). Human rights are inherent in 
all human beings and are equally applicable to everyone, 
without any distinction.In order to facilitate the realization of 
human rights everyone should act toward his or her fellow 
beings in a spirit of brother-and sisterhood 4 

Definisi hak a~asi manusia dapat juga dicermati dari pendapat yang 
dikemukakan oleh Soetandyo Wignyosoebroto, yaitu : 

Hak manusia yang asasi adalah hak yang melekat secara 
kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok 
b1ologis manusia, yang memberikan Jaminan moral dan 
menikmati kebebasan dari scgala bcntuk perlakuan yang 
menyebabkan manus1a •tu tidak dapat hidup secara layak 
sebagai manusia yang dimuliakan Allah, yang oleh sebab itu 
tidak mungkin dialihkan kepada - apalagi dirampas oleh -
siapapun, kepada/oleh para pengemban kekuasaan Negara 
sekalipun, kecuali untuk dikurangkan atas dasar persetujuan 
para penyandang hak itu lewat proses-proses legislative yang 
benar-benar representative demi tertegakkannya hak-hak asasi 
man usia lain sesama dalam kehidupan masyarakat 5 

Berdasarkan desknpsi tentang pengertian hak asasi manusia 
sebagaimana disebut di atas, maka berarti bahwa semua manusia, 
s1apapun, darimanapun, apapun statusnya pada hakekatnya 
mempunym harkat dan martabat yang sama. Setiap orang memiliki 
hak-hak yang sama Setiap orang/manusia berhak untuk memperoleh 
jaminan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi 
man usia. Dari kata Setiap orang (garis bawah dan penul1s) maka 
berarti bahwa salah satu prinsip dari hak asasi manusia adalah 
bersifat non diskriminatif. Hal mi sebagimana ditentukan dalam 
Pas a! 2 Umversal Declaration of Human Rights, ymtu "Setiap orang 
berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum 
dalam Deklarasi ini dengan tidak ada kekecualian apapun, sepert1 
perbedaan ras, wama kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik 
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atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak 
mihk, kelahiran ataupun kedudukan lam" Dengan kata lain semua 
manusia, apakah lakt-laki maupun perempuan, cacat ataupun tidak, 
apakah yang masih berada dalam kandungan, bayi, anak -anak, 
remaJa, orang dewa'a maupun orang yang berusia lanJut berhak 
memperoleh Jamman pengakuan, perhndungan dan pemenuhan atas 
hak-hak asasinya sebagai manusia dan tentunya tidak boleh 
dilenyapkan oleh siapapun Adanya berbagai kasus kekerasan 
maupun diskrimmast sepert1 contoh kasus kekerasan maupun 
diskriminas1 terhadap perempuan dengan dalih "kodrat", "budaya" 
ataupun "agama", kasus kekerasan maupun diskriminasi terhadap 
anak, karena anak sering diposisikan sebagai obyek yang bergantung 
pada orang lain, kasus diskriminast tcrhadap orang-orang cacat, 
mengaktbatkan ttdak terpenuhi hak-hak mereka sebagai manusta 
yang sama dengan manusia lamnya. Oleh karena Itu semangat yang 
ada dalam pemahaman hak asast manusia adalah semangat egaliter 
yaitu memposisikan semua manusia dalam kedudukan yang sarna, 
bukan dalam posisi subordinate yaitu bahwa manusia yang satu 
memiliki kedudukan lebth tinggi atau lebih rendah dari manusia 
yang lain, sehmgga relasi yang dibangun adalah relasi kekuasaan 
(berkuasa dan dikuasai). 

Pemahaman tentang hak asasi manusia juga harus dilakukan 
dalam konteks manusta sebagm mahluk sostal, dimana dalam 
kehtduparmya, manusia yang satu selalu berhubungan dengan 
manusta yang lain Mat1USia, baru memahamt fungsi dan potensinya 
sebagai manus1a apabila teJah berhubungan dengan manusta yang 
lam, sehingga manusta sclalu hidup berkelompok. Sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal I I !mvenal Declaration of Human Rights, 
bahwa manusia hendaknya bergaul dalarn suasana persaudaraan, 
memberi makna bahwa manusta yang satu harus menghormati dan 
menghargai manusta yang lam. Hak asast manusia ttdaklah berstfat 
absolut, artinya kebebasan dan hak asasi manusia yang satu akan 
dtbatasi oleh kebebasan dan hak asasi manusia yang lain Dengan 
kata lam kebebasan yang dtmtlikt oleh setiap manusia bukanlah 



320 Jurnal YUSTIKA Volume 7 Nomor 2 Desember 2004 ---

tanpa batas. Apab!la tidak . ada batasannya, maka di da!am' 
masyarakat akan terJadi pertarungan semua melawan semua, dimana 
hanya yang kuat yang akan menjadi pemenang dan akan menikmati 
hak-haknya secara penuh, sedangkan di sisi yang lain ada orang 
yang t1dak dapat terpenuhi ataupun tidak dapat menikmati hak­
haknya. 6 Untuk 1tu secara Jelas ditentukan dalam Pasal 29 Universal 
Declaration of Human Rights mengenai norma-norma penting 
pembatasan penggunaan hak asas1 manusia, yailt' · 

a Everyone have duties to the commumty in which alone the 
free and f.J.ll development of his personality is poSSible; 

b. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be 
subJect to such limitations as are determined by law solely 
for the purpose secunng due recognztion and respect for :he 
rights and freedoms of others and of meeting the just 
requirements of morality, public order and the general 
welfare in a democratic society; 

c. These rights and freedoms in no case be exercised comrary 
to the purposes and prmcip/es of the Umted Nation. 

Mengenai norma-norma penting yang menunJukkan adanya pem­
batasan penggunaan hak asasi manusia sebagaimana yang ditentukan 
dalam Article 29, Universal Declaration Of Human Rights, juga 
menJadi prinsip dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. 
Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 28 J Amandemen Undang 
Undang Dasar 1945, yaitu ; 

(I) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang 
lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bemegara. 

(2) Dalam menJalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan 
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 
menJamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi ttmtutan yang 
ad!l sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
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tanpa batas Apabila tidak . ada batasannya, maka d1 dalam 
masyarakat akan terjadi pertarungan semua melawan semua, dimana 
hanya yang kuat yang akan menjadi pemenang dan akan menikmati 
hak-haknya secara penuh, sedangkan di sisi yang lain ada orang 
yang tidak dapat terpenuhi ataupun tidak dapat menikmati hak­
haknya 6 Untuk itu secara Jelas ditentukan dalam Pasal 29 Universal 
Declaration of Human Rights mengenru norma-norma penting 
pembatasan penggunaan hak asas1 manusia, yaitu · 

a Everyone have duties to the commumty m which alone the 
free and ji11l development of his personality is possible. 

b In the exercise of his rights and freedoms. evoyone shall be 
sub;ect to such limitations as are determmed by law solely 
for the purpose securing due recof?nition and respect for the 
rights and freedoms of others and of meeting the just 
requirements of morality, public order and the general 
welfare in a democratic society; 

c These nghts andfreedoms in no case be exercised concrary 
to the purposes and prmciples of the United Nation. 

Mengenai norma-norma penting yang menunJukkan adanya pem­
batasan penggunaan hak asasi manusia sebagaimana yang ditentukan 
dalam Article 29, Universal Declaration Of Human Rights, Juga 
menJadi prinsip dalarn pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia 
Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 28 J Amandemen Undang 
Undang Dasar 1945, yaitu: 

(I) Se!Iap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang 
lain dalarn tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bemegara. 

( 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan 
nndang-undang dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 
ad1l sesuai dengan pertimbangan moral, mlai-nilai agama, 
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keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 
demokratis. 

Norma terscbut di atas menunjukkan, bahwa pada hakekatnya 
pemenuhan hak asasi manusia adalah mutlak, namun memaksakan 
dipenuhinya hak asasi manusia tanpa mcmpedulikan hak asasi 
orang/manusia yang lain, lebih-lebih dilakukan dengan meng­
gunakan kekerasan ataupun perlakuan yang dikriminattf, hal tersebut 
menunjukkan masih belum dipahaminya hak asasi manusia secara 
benar. 
Untuk lebih memaham1 pengertian hak asasi manusm secara benar, 
dapat dtcermati dari pengertian hak asas1 manus1a yang secara 
eksphsit ditemukan dalam Pa:;al I angka I Undartg-Undang Nomor 
39 Tahun 1999, yaitu . 

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajtb 
dthormati, diJunJung tinggt dan dilindungi oleh N egara, 
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat man usia. 

Dengan demtkian maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, 
indikator yang dapat digunakan untuk mengukur apakah seseorang 
atau masyarakat Indonesia benar -benar telah mengerti hake kat hak 
asasi manusia adalah melalui sikap, tingkah laku atau kepribadian 
dalam kehtdupan sosial maupun kehidupan mdividualnya Seseorang 
dikatakan paham atau mengerti tentang hak asasi manusia apabtla 
orang tersebut : 

a. Mengetahui akan hak-haknya (Hak) 
b mengert1 tentang batasan menggunakan haknya (tanggung 

Jawab ), serta 
c mengakut, menghormati dan menJunJung tinggt hak asas1 

orang lain (kewaJiban) 

Artmya seseorang dikatakan telah memahami hakekat hak asas1 
manus1a apabila orang tersebut telah memilikt kesadaran akan 
adanya kesetmbangan antara hak, tanggung jawab dan kewaJiban 
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untuk mengakm, menghormati dan menJunjung tinggt hak asas1 
orang Jain. Kesadaran setiap indtvidu akan hak-haknya termasuk 
batasan hak-haknya merupakan hal yang sangat penting untuk 
mewujudkan budaya yang menjunjung tinggi hak asas1 manusm. 
Gerakan menyadarkan rakyat akan hak-hak asasinya dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara yang dikenal 
dengan gerakan melek hak (the legal literacy study) merupakan 
upaya menuju terwujudnya masyarakat madani (thr civil society) 
Mengenai hal ini Soetandyo Wignyosoebroto mcngemukakan 
bahwa 

Kesadaran warga akan hak-hak harus dtpandang penting 
karena hanya apabila warga-warga menyadari hak-hak dan 
batas hak-haknya sajalah mfrastrukwr kehidupan demokratts -
dengan penyelenggaraan pemerintahan yang accountable, 
participative, transparant, dan predictable (suatu 
penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi kuahfikasi 
sebagai good governance)-- akan dapat dtwujudkan. 

Kesadaran warga akan hak-hak dan batas hak-haknya 
dikatakan pentmg sebagai salah satu syarat terwujudnya 
pelembagaan apa yang disebut good governance atas dasar 
asumsi-asumsi seperti: bahwa kesadaran warga akan hak­
haknya, juga khususnya akan hak-hak konstitusionalnya, akan 
menyebabkan warga N egara terhindar dari sembarang bentuk 
perlakuan diskriminatif di hadapan hukum dan kekuasaan. 
Kemudian daripada itu, JUga apabila para warga lebih lanjut 
lagi mengetahui prosedur -prosedur yang diperlukan untuk 
menegakkan hak-haknya, tidaklah akan banyak lagi hambatan 
bagi para warga itu untuk mendesakkan tuntutan dengan cara 
yang benar agar para pengemban kekuasaan - dengan penuh 
rasa tanggungjawab dan secara transparan pula- menghormati 
dan melindungi hak-hak warga7 

Kahmat tersebut diatas, Jelaslah bahwa seseorang telah sungguh­
sungguh memahamt hak asasi manusia secara benar apabila orang 
tersebut telah melek hak, artmya telah memiliki kesadaran akan hak-
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haknya, batasan menggunakan hak-haknya serta memihki kesadaran 
bahwa orang lain Juga memiliki hak-hak asas1 yang harus dihorman 
dan dijunJUng tinggi Dengan dem1kian berarti hak asasi manus1a 
pada hakekatnya merupakan mlai dalam tatanan kehidupan manusia 
agar di antara sesama manusia dapat saling menghargru dan 
menghormati satu dengan yang lain tanpa adanya diskriminasi. 

2,2. Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Hukum 

Hak asasi manusia sebagrumana d1sebutkan, merupakan tala 
mlai yang ada dalam semua aspek keh1dupan manusia, baik politik, 
hukUin, ekonomi, sosial, n1aupun budaya_ Termasuk juga dalam 
bidang J!mu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, pendid1kan, 
lingkungan dan berbagai aspek kehidupan yang lain. Pada 
hakekatnya hak asasi manusia bersumber dari kebutuhan manusia 
yang harus terpenuhi dalam menJalani h1dup dan kehidupannya 
sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Mengenai 
hal mi Gudmundur Alfredsson mengemukakan, bahwa "Much of the 
time, human nghts will correspond to human needs, but the two are 
not the same thing" ' Agar hak asasi manusJa yang bersumber dari 
kebutuhan hidup setiap orang dalaJil konteksnya sebagai makhluk 
sosial dapat terpenuhi secara baik, maka diperlukan adanya Jaminan 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manus1a. Oleh 
karena itu diperlukan suatu norma atau kaidah yang mengatur 
tingkah laku manusia dalam tata pergaulan dalam masyarakat, 
dengan maksud agar setiap orang mengetahui apa sap yang boleh 
dilakukan dan apa saJa yang tidak boleh dilakukan. 

Sebagaimana yang ditentukan dalam Mukad1mah Umversal 
Declaration of Human Rtghts yang antara lain menyatakan 
"Menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan 
peraturan hukum (garis bawah oleh penulis), supaya orang tidak 
terpaksa memihh ]alan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna 
menentang kelaliman dan penjajahan". Ketentuan tersebut Jelas 
menunjukkan adanya keterkaitan antara hak asasi manusia dengan 
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hukum. Hak asas1 manusia yang pada hakekatnya bersumber dari 
kebutuhan hidup manusia di semua aspek kehidupan harus benar­
benar memperoleh ]amman dan perhndungan daJarn suatu aturan 
hukum atau norma hukum atau kaidah hukum. Dikemukakan bahwa: 

Menurut idiOm konstitusionaJisme. setiap wujud kekuasaan 
yang mempunyai dasar pembenarannya menurut hukum 
disebut 'kewenanga.t' Sedangkan set1ap ekspresi kekuasaan 
yang !Idak ada dasar konstitusionaJnya (not lawjuf) atau tidak 
ada dasar hukumnya detlam perundang-undangan (not /ega!) 
haruslah dtbllang sebaga1 'kesewenang-wenangan' Sementara 
itu, menurut idiom kons!ItusionaJisme pula, setiap WUJud 
kebebasan man usia warga N egara Itu - kecuali apabila secara 
tegas-tcgas dmankan oieh konstitusi atau uleh huku111 
perundang-undangan adalah sungguh-sungguh hak 9 

Lebih lanjut lagi penegasan adanya keterkaitan antara hak asasi 
manusia dengan hukum dapat dibaca dari kaJimat yang menyatakan 
bahwa "Hukum perundang-undangan memastikan atau mem­
positifkan mana kebebasan ash warga yang akan dibenarkan dan 
diakui menurut hukum sebagai hak yang asas1 dan mana pula yang 
akan dikecualikan untuk tidak lagi dtbenarkan sebagai kebebasan". 10 

DaJam pengertian yang lain dapatlah dikatakan bahwa paradigma 
hukum perundang-undangan adalah sebagai penJamm dari 
kebebasan dan hak asasi man usia. 

Keterkaitan antara hukum dan hak asas1 manusia dapat pula dtlihat 
dan substansi peraturan perundang-undangan yang pada umumnya 
memuat tentang hak asasi manusia. Salah satu alasan yang 
dtgunakan oleh masyarakat untuk mendesak dikeluarkan suatu 
peraturan perundang-undangan adalah untuk menjamin pengakuan 
dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagai contoh· 
desakan masyarakat kepada DPR maupun Pemerintah untuk 
membuat Undang-Undang yang membenkan perlmdungan kepada 
warga Negara Indonesia yang bekerja d1 luar negeri, tidak lam 
dengan !uJuan agar hak orang-orang warga Negara Indonesia 
diJamin, dilindungi dan segala bentuk pelanggaran hak asas1 
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manusta. Begttu pula penegakan hukum yang pada hakekatnya 
adalah bentuk dari perlindungan terhadap hak asast manusia. Untuk 
lebih menegaskan adanya keterkattan antara hak asast manusta dan 
hukum, dapat dibaca dari pendapat Philipus M HadJon yang 
mengemukakan bahwa "Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat 
terhadap tmdakan pemerintahan berrumpu dan bersumber dari 
konsep tentang pengakuan dan perlmdungan terhadap hak asasi 
manusia". 11 Bahkan lebih lanjut Phtlipus M. HadJon menyatakan 
pula bahwa "Dikattkan dengan prinstp pengakuan dan perlindungan 
terhadap hak asast manusia, pengakuan dan perlmdungan terhadap 
hak asasi manusia mcndapat tempat utama dan dapat dikatakan 
'ebagat tujuan daripada Negara hukum" 12 Selanjutnya pendapat 
Gudmundur Alfredson yang menyatakan bahwa hak a'asi manusia 
adalah persoalan hukum (human nghts as a matter of law). Begttu 
pula pendapat dan AM Bolm Pennegard yang mengemukakan 
bahwa "today, human nghts form an important part of positive law, 
at both national and znternatwnal levels" 13 Secara lengkap 
pendapat dari Gudmundur mengenat keterkaitan hak asasi manusia 
dan hukum adalah sebagai berikut • 

Human rights and the corresponding obligations of states are 
forth in legal instruments. At the national level, most 
constilutwns carry bills of rights, and legislative acts also 
provide for rights. Remedies such as independent and 
zmpartiai courts and ombudsmen must be and usually are 
avazlablefor addressing grievances and providing relief 

At the international level, human nghts law is a sub-category 
of publzc internatzonal law Several hundred multilateral 
treaties and declarations establish minimum hyman rights 
standards for states to follow Treatzes are technically binding 
for the States whzch have formally consented to them, and 
many treaties enjoy wide or almost umversal ratification 

Refugee law. humanitarwn law, international labour 
standards, intellectual property nghts and international 
criminal law are part and parcel of human rights law• 
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masmuch as they establish. rights, duties mull/or means of 
realization of the same. They have been regulated in treaties 
or have evolved as rules of international customary law. 

In other words, human rights are a matter of law. Individuals 
and groups have rights, and States must respect the rights in 
law and in fact The holders/beneficiaries also have duties 
towards the society in which they live and the1r fellow human 
beings. Under international human rights law, the rights are 
universal, hut sovereign States have a narrow margm of 
appreciation in the application of the law and may take into 
account particulantws provided they tmly form part of the 
national culture and meet wllh popular acceptance 14 

Agar Jebih memaham1 bagaimana rela_si antara hak asasi manusia 
dan hukum, kJranya dapat dicermati dan cin-cm Negara hukum 
(rechtsstaat) dalarn konsep yang liberal dan demokratis, ya~tu • 

a. Adanya Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang 
secara eksphsit memuat ketentuan tertulis tentang 
hubungan antara penguasa dan rakyat; 

b. Adanya pembagian kekuasaan Negara, yang mehputl 
kekuasaan membuat undang-undang dan kekuasaan 
kehak1man yang bebas, 

c Diakuinya dan dilindunginya hak-hak asasi dan kebebasan 
rakyat 

Dari ciri-ciri rcchtsstaat tersebut di atas, semakin jelas menunjukkan 
bahwa yang utarna atau yang pnns1p dar1 Negara hukum 
(rechtsstaat) sesungguhnya adalah pengakuan dan perlindungan 
terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebeba_san 
dan persarnaan. 

Dalarn sistim. hukum ketatanegaraan Indonesia, untuk mengetahui 
ada tidaknya Jaminan pengakuan dan perlmdungan terhadap hak 
asa_si manusia dapat d1cermati dari Konstitusi dan peraturan 
perundang-undangan. Sebagai negara hukum, maka seharusnya 
Jamman pengakuan dan perlindungan terhadap hak asas1 manusm 
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dtatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena pada hakekatnya 
keberadaan Undang-Undang Dasar merupakan jaminan konsti­
tusional terhadap a~as kebebasan dan persamaan. Apabila dicermati 
secara eksplisit jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap hak 
asasi manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 
1945 yang telah diamandemen yrutu dalam Pasal 28. Selain itu 
Jrunman pengakuan hak asasi manusia dt Indonesia secara khusus 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hal ini 
sebagaimana dttentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999, yaitu • 

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tmggi 
hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia 'ebagaJ hak 
yang secara kodrati melekat pada dan ttdak tcrptsahkan dari 
manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan 
demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, 
kebahagtaan, dan kecerdasan serta keadilan. 

Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
merupakan dasar hukum yang dapat digunakan oleh seluruh 
komponen bangsa Indonesia untuk melihat apakah Negara RI telah 
benar -benar meWUJ udkan apa yang ditentukan dalam ketentuan ini 
Dengan kata lain, apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 
1945 maupun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
l 999 merupakan landasan hukum atau dasar hukum yang mem­
berikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dan harus 
dapat terimplementasikan dalam kehidupan individu maupun 
kehtdupan sosial, bermasyarakat, bcrbangsa dan bemegara. 

Apabila mcrujuk pada paradigma hukum perundang-undangan 
adalah sebagai penJ amin dari kebebasan dan hak asasi man usia, 
maka berarti semua peraturan perundang-undangan pada dasamya 
substansinya harus memberikan jamman perlindungan terhadap hak 
asasi manusia, atau dengan perkataan lain dapatlah dimaknai, bahwa 
hukum sesungguhnya adalah perwuJudan dari nilai-nilar hak asas1 
manusia. Dan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Jaminan 
perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak hanya dalam 
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Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Talmn ' 
1999, melainkan seharusnya seluruh peraturan perundang-undangan 
substansinya adalah berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebagru 
contoh antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
yang apabila dicermat1 substansinya merupakan perlindungan 
hukum terhadap hak asasi manusia seperti hak hidup, hak milik, hak 
stpil, dlL Begttu pula dengru1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUH Perdata), U.U Perkawinan, U.U. Kesehatan, U.U. Pendidikan, 
U U Penyiaran, U U lalu lintas, U. U Perlindungan anak, U. U. 
Ketenagakerjaan, U. U Pemilu; U U tentang Partai Politik, dlL 
Undang-Undang tersebut merupakan WUJud dan telah adanya 
JaminruJ dan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum positip 
O!eh karena itu UndarJg-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan 
payung dari semua peraturan perw1dang-undangan yang mengatur 
tentang hak asasi manusia Dengan kata lain perlindungM hukum 
terhadap hak -hak asas1 man usia tidak hMya diatur dalam UndMg 
Undang Dasar 1945 dM UndMg-UndMg No. 39 Tahun 1999 saJa. 
Hal ini sebagaimana telall diuraikan dalam PenjelasM Umum 
Undang-Undang No. 39 Tallun 1999, yaitu: 

Di samping kedua sumber hukum di atas ( UndMg-Undang 
Dasar 1945 dan KetetapM MPR Nomor XVWMPR/1998 ), 
pengaturan mengenai hak asasi mMusia pada dasarnya sudah 
tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, 
termasuk undMg-undang yang mengesahkan berbagai 
konvensi intemasional mengenai hak asasi man usia. N amun 
untuk memayungi seluruh peraturM perundang-undangan 
yang sudah ada, perlu d1bentuk undMg-undMg tentang Hak 
Asasi MMusia 

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 39 Tahun 
1999 juga ditentukM ballwa 

Undang-undang tentMg Hak Asasi Manus1a ini adalah 
merupakan payung dari seluruh peraturan perundang­
undMgM tentMg hak asasi manusia. Oleh karena 1tu, 
pelanggaran bmk langsung maupun tidak lMgsung atas hak 
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asas1 manusta dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau 
adrnimstrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Kalimat sebagrumana yang ditentukan dalam PenJelasan Umum 
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tcrsebut di atas mcmberikan 
suatu pemahrunan, bahwa upaya perlindungan hukum melalui 
penegakan hukum pada hakekatnya Juga merupakan penegakan hak 
asasi manusia Dengan demikian adanya jaminan pengakuan dan 
perlindungan hak a'asi manusia dalam hukum positip I peraturan 
perundang-undangan yang disertai dengan kuatnya upaya penegakan 
hukum yang tegas, professwnal dan lldak diskriminatif maka dapat 
dipa,tikan tatanan kehidupan yang senantiasa menJunJung tmggi hak 
asas1 manusta dapat terwujud di Indonesia. Oleh karena ttu tidak 
berlebihan kalau kerJa dari para aparat penegak hukum merupakan 
indikator pentmg dalrun menentukan tcrwujud atau tidaknya suatu 
tatanan kehtdupan yang menjunjung tmggt hak asasi manusia. 

3. Penutup 

Simp ulan 

I. Pengerttan hak asasi manusta sebagrumana yang ditentukan 
dalrun Pasal 1 Universal Declaratwn of Human Rights dan Pasal 
l Undang-l;ndang Nomor 39 Tahun 1999, memberikan makna 
bahwa hak asasi manusm harus dipahamt sebagai satu kesatuan 
yang utuh meliputi hak, tanggung Jawab dan kewajtban tmtuk 
menghormati dan menghargai hak asasi orang lain 

2. Adanya Jamman pengakuan dan perlmdungan terhadap hak asast 
manusta yang diberikan oleh Negara atau Pemerintah adalah 
ap."bila sudah diwuJudkan ke dalam hukum positif Pada 
pnnstpnya hukum merupakan perv..ujudan dari Jaminan 
pengakuan dan per1mdungan hak a'asi manusta. 

3 J run man pengakuan dan perlmdungan hak asast manusta dt 
lndonesta secara konstttustona1 tc1ah diatur da1am Undang-
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Undang Da;;ar 1945 dan secara yurid1s diatur dalam Undang­
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
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